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PUTUSAN
Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam
tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
PUK F SP LEM SPSI PT YANMAR AGRICULTURAL
MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO),
yang diwakili oleh Ketua, Rusdi Hartono, S.H, M.H., beralamat
di Jalan Raya Surabaya-Malang, Km. 45, Desa Sumberrejo,
Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Andika Hendrawanto, S.H., M.H.,
CRA., CLI., CLA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Divisi
Hukum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia), berkantor di Jalan SMP Negeri Sukorejo, Desa
Sumber Gareng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;
Pemohon Kasasi;
Lawan
PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY
MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO), yang diwakili oleh
Direktur, Andreo Winnerdy, berkedudukan di Jalan Raya
Surabaya-Malang, Km. 45, Desa Sumberrejo, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Prayudi Indra Wahyu Suryanto,
S.H, Advokat dan kawan-kawan, beralamat di Rungkut Mapan
Tengah 9, CH-25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa kenaikan upah tahunan karyawan tetap yang
dilakukan Penggugat dengan perhitungan memberikan selisih antara
upah minimum Kabupaten Pasuruan yang baru dikurangi dengan upah
minimum Kabupaten Pasuruan tahun sebelumnya, sesuai dengan Pasal
37 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2012 Kabupaten Pasuruan
tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah benar dan
sah;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

1. Eksepsi terkait kuasa cacat formil;

2. Eksepsi terkait gugatan obscure libellgugatan kabur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor
36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, tanggal 24 September 2020 yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan penyesuaian kenaikan upah atas kenaikan UMK Kabupaten
Pasuruan tahun 2020 yang diberikan oleh Penggugat kepada pekerja
yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah
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Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pasuruan adalah sah
menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 24
September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober
2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi
Nomor 67/Kas/2020/PHI.Sby, juncto Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan
Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby;

Subsider:
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Menyatakan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012
tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan
wajib dilaksanakan oleh para pihak;

Tersier:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara mempunyai pendapat lain
maka memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan
kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Oktober 2020 dan kontra
memori kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan
judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum
yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti penyesuaian kenaikan upah atas kenaikan upah
minimum kabupaten (UMK) pada Kabupaten Pasuruan tahun 2020 yang
didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan yang telah diberikan oleh
Penggugat kepada pekerja adalah sah menurut hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan
pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang
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atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi PUK F SP LEM SPSI PT YANMAR AGRICULTURAL
MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO) tersebut harus
ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUK F SP LEM SPSI
PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING
INDONESIA (YAMINDO) tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
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Maijelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H.,
Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H.,
LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001
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